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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan uraian diatas tentang penelitian peran KUA dalam 

mengimplementasikan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 

dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan implementasi Undang-undang Perkawinan di Kecamatan 

Tanjung Bintang dimulai sejak berdirinya Kantor Urusan Agama pada 

tahun 1982, pelaksanaan implementasi  telah mampu menekan 

berkurangnya perceraian dan nikah sirri dan berkurangnya nikah 

dibawah umur, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya nikah tercatat, mempunyai tanggung jawab dengan 

memahami hak dan kewajibannya atas dasar nilai-nilai agama dan 

peraturan negara yaitu Undang-Undang Perkawinan  sehingga tercipta 

kehidupan masyarakat Islam dan keluarga yang aman, damai sakinah 

mawaddah warahmah. 

2. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga resmi pemerintah 

yang melaksanakan  Implementasi Undang Undang Perkawinan 

nomor 1 tahun 1974, mempunyai beberapa yaitu; peran sebagai 

lembaga Penasehatan, sebagai lembaga Motifator, sebagai lembaga 

Konsultan dan advokad, sebagai lembaga Legalisator dan sebagai 

pengelola logistik pencatatan nikah. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran kepada; 

1. Semua Intansi dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Undang-

undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, tokoh Agama, tokoh Adat, 

tokoh masayarakat  untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dalam upaya 

mensosialisasikan, melaksanakan dan mengaplikasikan  UUP dalam 

rangka  mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera yang kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Pemerintah melaului Kementerian Agama, agar Kantor Urusan Agama 

terus diberi penguatan dari segi sarana dan prasarana, SDM dan finansial 

selaku kepanjangan dari kementerian Agama yang melaksanakan 

Undang-undang perkawinan. 

3. Kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya 

mematuhi ketentuan dalam undang-undang perkawinan, karena tujuan 

dan manfaat dari undang-undang perkawinan sudah dapat dirasakan 

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. 
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